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Abstract

This article aims to determine the juridical analysis of the notarial deed in the implementation of the general 

meeting of shareholders of a limited liability company which is implemented through media teleconference by 

positive law in Indonesia. This research is a law research doctrinal  prescriptive. This research was conducted 

using the approach of legislation and conceptual approaches. The type of data used is secondary data sources 

of legal materials. Mechanical collection of legal materials that are used by way of documentation. Sources of 

legal materials were analyzed by using deductive logic analysis techniques. Regarding the results of research 

and studies it is known that the minutes of the general meeting of shareholders teleconferencing il legal under 

Article 16 Paragraph (1) letter m UUJN-P because the notary must be present physically. The vagueness of 

authority notary to certify electronical ly pursuant to Article 15 Paragraph ( 3 ) of Law No. 2 of 2014 on the 

Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary resulted notary can not make the deed of an authentic 

statement of decision in a meeting on the Minutes of the AGM teleconference under hand shaped electronic 

documents.
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Abstrak

menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data sekunder berupa sumber 

diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis logika deduktif. Dari hasil penelitian dan kajian 
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A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi saat 

(cyberspace interconnected 

network

tanpa kertas (paperless document). Perkembangan 

teknologi dan informasi  tersebut telah mengubah 

dapat dikatakan tradisional, saat ini  bisa dilakukan 

dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.  Hal 

ini seperti komunikasi antar individu satu dengan 

bertemu langsung,  kini bisa dilakukan jarak jauh 

dan tanpa bertatapan muka dengan memanfaatkan 

kecanggihan teknologi.

Perkembangan teknologi  informasi telah 

memberikan dampak kepada perkembangan hukum 

di Indonesia. Salah satu perkembangan hukum 

Saham melalui media telekonferensi sebagaimana 

telekonferensi, video konferensi atau sarana media 

langsung serta berpartisipasi dalam rapat. 

dimana para pemegang saham memiliki kewenangan 

untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai 

perseroan, baik dari direksi maupun dewan komisaris. 

Keterangan-keterangan itu merupakan landasan bagi 

strategis perseroan dalam mengambil keputusan 

sebagai sebuah badan hukum. 

tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (never 

existed

berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta 

rapat umum pemegang saham. Notaris adalah pejabat 

akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, 

ditetapkan dalam Undang-Undang. 

Pemegang Saham, dilakukan dengan kehadiran 

diselenggarakan dan risalah rapat tersebut dibuat 

dihasilkan merupakan akta dari golongan relaas akta, 

langsung oleh Notaris. 

Proses  pembuatan akta otentik berupa Akta 

bawah tangan akan mengalami kendala mengingat 

telekonferensi menghasilkan sebuah data digital 

Proses pembuktian data elektronik ke dalam akta 

otentik ini  mengalami kendala berdasarkan 
hukum pembuktian karena sampai saat ini 
tidak mudah untuk membuktikan apakah 
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ditanda tangani oleh semua peserta rapat. 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut terdapat 

bagaimana proses pembuatan akta notaris dalam 

pelaksanaan rapat umum pemegang saham perseroan 

terbatas melalui telekonferensi

B. Metode Penelitian

hukum ini  adalah penel i tian hukum doktrinal . 

doktrinal merupakan 

mengatur suatu kategori  hukum tertentu, 
menganal isi s hubungan antara aturan, 
menjelaskan permasalahan dan mungkin, 
memprediksi pembangunan hukum pada masa 

 

Penel i tian ini  termasuk dalam jenis penel i tian 

penelitian ini adalah pendekatan undang-undang 

( state approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptuak approach).

melalui cara dokumentasi. Sumber bahan hukum 

teknik analisis logika deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

General Shareholder ’ s meeting dan dalam bahasa 

Belanda disebut dengan Algemene Vergader ing 

Van Andeelhouders, merupakan salah satu organ 

perusahaan (corporate body) dalam suatu Perseroan 

Pemegang Saham adalah alat perlengkapan perseroan, 

kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam 

ini dan/ atau Anggaran Dasar.

demikian cepat membawa perkembangan baru dalam 

para peserta rapat untuk hadir dalam satu tempat 

dilaksanakan secara telekonferensi. Pelaksanaan 

tempat, tetapi bisa dilakukan dari lokasi masing-

menurut ketentuan Undang-Undang Perseroan 

atau boleh melalui :

a. Media telekonferensi,

b. Media video konferensi, atau 

media elektronik dapat dibenarkan, harus 

a. Dapat mel ihat dan mendengar secara 

langsung,

b. Dapat berpartisipasi langsung dalam rapat.

melihat dan mendengar secara langsung serta 

berpartisipasi dalam rapat. Kata memungkinkan 

tersebut bersifat imperatif. Oleh karena itu, tidak 



53

Akta Notaris dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas ...

dapat dikesampingkan atau dilanggar. Kalau 

atau video konferensi maupun media elektronik, 

mendengar secara langsung serta berpartisipasi 

aktif dalam rapat tersebut.

Dasar. Jika berpedoman kepada ketentuan 

kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan 

berikut :

biasa diatur dalam Pasal 86 :

bagian dari jumlah seluruh saham 

dengan hak suara, hadir atau diwakili,

(satu perdua) bagian dari jumlah suara 

dengan ketentuan sebagai berikut:

jumlah seluruh saham dengan hak 

suara, hadir atau diwakili, dan

mata acara penggabungan, Peleburan, 

Pengambi l al i han, atau Pemi sahan, 

pengajuan permohonan agara Perseroan 

ketentuan sebagai berikut :

sedkit ¾ (tiga perempat) bagian dari 

jumlah seluruh saham dengan hak 

suara, hadir atau diwakili,

paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian 

Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan 

diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham 

pemegang saham dan semua pemegang saham 

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 

tersebut disetujui dengan suara bulat. Ketentuan 

dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan 

pemegang saham,

dapat diadakan di manapun di luar tempat kedudukan 
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elektronik :

.

Berdasarkan ketentuan ini, terdapat perbedaan 

wajib ditandatangani oleh:

penandatanganan oleh Ketua rapat dan paling sedikit 

kepastian dan kebenaran isi risalah rapat. Setiap 

akta otentik, dapat pula berupa akta di bawah tangan. 

notaris dapat dibuat dengan bentuk Berita Acara 

berdasarkan ketentuan Pasal Isi dari seluruh berita 

sehingga para pihak tidak harus hadir dihadapan 

notaris dan menandatangani akta secara langsung 

bahwa notaris waj ib untuk membacakan akta 

dihadapan penghadap dan akta ditandatangani pada 

saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Hal 

UUJN-P, penggunaan kata menghadap, penghadap, 

berhadapan, dan hadapan dalam UUJN-P terjemahan 

dari kata verschijnen

bahwa notaris berkewajiban membacakan akta 

di  hadapan penghadap dengan dihadi ri  oleh 

paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani 

pada saat i tu juga oleh penghadapa, saksi , dan 

dan menandatangani akta di hadapan penghadap 

dan saksi.

disetujui (overeenstemende wil lsverklaring) antara 

sejurus namun bertimbal balik, kedua kehendak dari 

para pihak itu bertemu dalam satu sama lain.
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adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik 

atau secara elektronik Sehubungan dengan hal ini 

tatkala penandatanganan mutlak dilakukan secara 

pada saat itu juga. Peneliti berpandangan bahwa 

secara elektronik, sebab terdapat kemungkinan 

tangan digital (digi tal  signature

kemudian dikirimkan kepada Notaris untuk dijadikan 

dibuat melalui media komputer.

dengan tanda tangan di kertas. Alih-alih menggunakan 

pena dan kertas, tanda tangan digital menggunakan 

kunci digital (public-key kriptologi

terpasang identitas penandatangan dokumen itu dan 

 

membuat notaris harus selalu mengedepankan 

dibawah tangan dan tidak dapat dipungkiri bahwa 

perkara pidana dalam membuat partij acte 

dengan menggunakan dokumen elektronik sebagai 

melalui telekonferensi itu sah harus sudah memenuhi 

batas minimal pembuktian, oleh karena dalam teori 

hukum pembuktian disebutkan bahwa agar suatu 

undang-undang.

Keabsahan dokumen elektronik secara hukum 

informasi elektronik/ dokumen elektronik dan/atau 

Indonesia.

dapat dipertanggungjawabkan sesuai  dengan 

perkembangan teknologi informasi, serta memenuhi 

dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan 

perundang-undangan;

keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan 

sistem elektronik tersebut;
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3. dapat beroperasi  sesuai dengan prosedur 

elektronik tersebut;

diumumkan dengan bahasa, informasi, atau 

elektronik tersebut; dan 

untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan 

kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

UUJN-P memberikan kemudahan bagi notaris 

autentik. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan 

dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat 

belum memberikan kepastian bagi Notaris dalam 

bentuk bagaimana notaris berwenang atas dokumen 

elektronik, sehingga notaris belum mendapatkan 

berdasarkan dokumen elektronik.

C. Simpulan

akta notaris dapat dibuat dengan bentuk Berita 

dan menandatangani akta di hadapan penghadap 

dilaksanakan karena ketidakjelasan kewenangan 

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran 

kepastian hukum bahwa peserta tersebut benar 

Daftar Pustaka

Penger tian Pokok 

Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk 

Perusahaan

Hukum Notaris Indonesia: Tafsir 

Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notar is. 

Hukum Perseroan 

Terbatas

Kr i minal i sasi  Notar i s Dalam 

Pembuatan Akta Per seroan Ter batas. 

Perlindungan Pemegang Saham 

Minori tas. Bandung: 

Penel itian Hukum. 

Prenada Media Group.  .

Abhinav 

International Monthly Refereed Journal  of 

Research In Management &  Technology. 

dalam Perspektif Cyber Notary Jurnal Ilmu 

Hukum Amanna Gappa

 Arti Penemuan Hukum 

Bagi Notaris
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